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 WALI KOTA BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

 

 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2018  

TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG  

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 

WALI KOTA BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha 

diperlukan percepatan, penyederhanaan penerbitan perizinan 
guna mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong peran 

serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan di 
Daerah melalui pemberian kemudahaan berusaha dan investasi;  

b. bahwa guna optimalisasi kemudahan berusaha, pelayanan 
perizinan berusaha dan nonberusaha terintegrasi secara 
elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar 

melalui Online Single Submission;  

c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 

21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan 
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, maka Peraturan Wali 

Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Persetujuan 
Pemanfaatan Ruang tidak sesuai lagi dengan peraturan 

perundang-undangan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Persetujuan Pemanfaatan Ruang;  
 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4244); 
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2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2015 Nomor  58,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6633);  
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota 
Banjar Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan 

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); 

 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG 

PERSETUJUAN PEMANFAATAN RUANG.  

 
 

 

Pasal 1 

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Persetujuan Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 
2018 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Dengan dicabutnya Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, dokumen yang menyatakan kesesuaian antara 
rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, 

diberikan sesuai dengan mekanisme dan prosedur peraturan teknis 
penyelenggaraan penataan ruang.  

 

 

Pasal 3 

Persetujuan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan sebelum 
berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan 

habis masa berlakunya.  
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Pasal 4 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Banjar.  

 

 

 

  

 

 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 3 Januari 2022 

WALI KOTA BANJAR, 

                

             ttd  

ADE UU SUKAESIH 

 

 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 3 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

ttd 

ADE SETIANA  

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 1 


